
Menimbang:

Mengingat:

SA'trA.NI

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 4 TAHUN 2OL7

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

a. bahwa rokok rnengandung zat psikoaktif rnembahayai<an

yang dapat menimbulkan adiksi serta meaurunkan derqiat

kesehatan manusia, oleh karena itu perlu mewujudkan

Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan pemenuhan atas

hak masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan

yang layak;

b.bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 115 ayat {2}

undang-Undang Nomor 36 Tahun 2oo9 tentang Kesehatan

Juncto Pasal 52 Peraturan Pernerintah Nomor 109 Tahun

2Or.2 tentang Pengamanan Bahan Yang Menga:adung zat

Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagr Kesehatan, maka

Pemerintah Provinsi Bengkulu wajib menetapkan kawasan

tanpa rokok dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagainoana dirnaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah Provinsi Bengkulu tentang Kawasan Tanpa Rokok;

1. pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Repubtrik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Propinsi Bengkulu {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 19€]7 Nomor L9, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828};
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undang=undang Nomor I Tah'"rn 1999 ter:tang

Perlindungan Konsumen (kmbaran Negara Republik

InrJonesia ?alrun Lggq iilomor- 42, ?arnbahan Lerrrbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-undang Norrror 23 Tahurr 2OAZ tentang

perlindungan Anak (Iembaran Negara Republik Indonesia

Tahnn 2ofi2 NOmor iog, Tanrbahran Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 125 l;

Urrdarrg-Undang i.lornor 36 Tahun 2AAg tentang Keseliatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor

i44, Tan:bahan Ixnrbararr Negara Reprrbiik lirdones-ia

Nomor 5063);

undaflg-undang Nornor 23 Tairurr 2014 telltang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2f74 Nomor 24+, Tarnbahan i'embraran

Negara Republik Indonesia Nomor 558?), sebagairnana telah

tiiubah treberapa kali, teraktrir dengan Undang-Undang

Nomor g Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

undang-undang Norrror 23 Tahun 2a]4 ten-tarig

pennerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahurr 2015 Nomor 58, Tarnbaftarr Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peflaturan Femeriutah Nomcr 47 Tahun 7999 ten'uang

pengendalian Pencemaran udara {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor S6,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853 );

Perafuran Pemerintah I'Iomor i9 Tahrrn 2OO3 tefltaflg

Pengarnanan Rokok Bagr Kesehatan {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nornor 186, Tam',oahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 397 Ll;

Ferattrran Ferrrerintah hiomor iOg Tahun 2*12 tentang

pengamanan tsahan Yang Mengandung zat Adit<tif Benrpa

produk Temirakau Eag, Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2oL2 Nomor 278, Tambahan

Lembaian Negara Republik- Indonesia hlornor 538Oi;
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lo.Peraturan Bei:sama b{enteri Kesehatan N<rmor

ISS/MENKES/PB/V2}L1 dan Menteri Dalam Negeri Nomor

7 Tzrhun Z}fi tentang- Pedoman' Pelaksanaan Kaw'asarr

Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

z}li Nomor 49i;

Derig:an Ferse-Etrjuan Bersarra

DEWAN PERITIAKII,q,N RAIffAT DAERAH PROVINSI tsENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA

ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasd 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengffiu'

2" Perrrerintah Daerah adalah Gubernur Bengkulu dan

perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggafa

Pemerintah Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Guberznrr; tsupatilwalikoa di

Provinsi Bengkulu.

4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu'

5. Dewan Per.wakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disebut DFRD aciatah Lembaga pe-rwakilan mkyat

daerah sebagai unsnr penyelenggara pemerintah

daerah di Provinsi Bengkulu.

6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara lisik,

mentai, spiritual maupun sr:sial yan-g- memtmgkintran

setiap orang untuk hidup prcduktif secara sosial dan

ekonomis.



-a-

T,Rokokada]ahsalahsatuProdukTembakau},allg
dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau

riihirup asaprEra, tertnasuk rokok kretek, rokok prrtih'

cerutu atau bentuk trainnya yarlg dihasilkandari

tarlarrlan ruicctiiana tabaerutn, ruicptiarurt rusiiea, dan

spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya

mengafldurrg Nikotin dan T'ar; derrgan atau taflpa

bahan tambahan-

8. Produk Ternbakau adalah suatu produk yaflg secara

keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun

ternbakalu sebagai bairan baiffirqm yaflg diolah untuk

digunakan dengan cara dibakar, dihisap' dan dihirup

at€ru dikunYalr.
g. Merokok adalah kegiatan membakar Rokok dan/atau

menghisaP asaP Rokok'

10. Perokok Al<tlf adalah setiap orang yang membakar

rokok dania-uru secara langsung rnengh'isap asap

rokok yang sedang dibakar'

li. Perokok- Pasif adalah oralrg yang bukarr perokok

narnun terpaksa menghisap atau menghirup asap

rokok orang iain.

L2. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi

a-taukefiergantunganyangmembahayakankesehatan

dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif' dan

fenomeRa fisiologis, keinginan kuat untuk

menkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam

rnengendalikan pellggunaaffIya, memberi priorifas

pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan

iain, meningka-unya toleransi dan dapat menyebatlkail

keadaan gejala Putus zat'

i3. Nikotin adalah mt, ata.tt bahan seflyawa pgrratirihe

yang terdapat dalarn nicrltialma tahsanm' nioltiana

rustiaddanspesieslainnyaatausintetisn5.ayang
bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan'

i4. Tar adalirh kondensat asap y-ang inenrpalran total

residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah

ditrrurangi trlikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
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15. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya

disebutlklanProdukTembakauadalahiklan
komersiai dengan'rujuan me-mpertcenatkan danla'tau

mernasyarakatkanbarangkepadakhatrayaksasaran

uritukmempengaruhrikonsulll€frE$E.fmengB,*uiiai<arl

Produk Tembakau Yang ditawarkan'

16. Prromosi Prcduk Ternbakau adaiah kegiatan

pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang

ProdukTenrbakauuntukmenariknrinaibeii
konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan

dan sedang diPerdagangfian'

l7.SponsorProdukTembakauadalahsegatrabentuk
kontribusilangsungatautidaklangsurrg,<laiarn
bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan

yangdilainrkanolehlembagas.fE-upe.rorgingan
dengan tqiuan mempengaruhi rnetralui Promosi

Produk Tembakau atati peI-rggunaali Prciduk

Tembakau.

18. Kawasan Tanpa Rokok- adalah ruaEgarl atau area

yangdinyatakandilarangunttrkkegiatanrnerokok
atau kegiatan nrernproduksi, menjual, nrengiklankaR,

dan I atau mempromosikan Produk Tembakau'

1g. setiap orang adaiah orang pelIseorangalI afau badan,

baikya]].gberbentukbadanhukummaupuntidak
berbadan hulnim'

2O. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat

claniatautempaiy-aflgeiigrrrrakanuntufr
rnenyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik

promotif, preventii, kuratif, maupun rehabilitatif yrang

dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah,

tanlataumasyarra}<a!seperfirrr-mahsakit,
Puskesrnas, temtrrat praktik dokter, rumah bersalin,

dan temPat Praktik bidan.

21. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang

dimanfaatkan untirk kegiatag belqiar, mengaiar,

pendidikan,dan/ata.upelatiha:rntermasuk
perptrstal-dan, nrang praktik/lab6ratoriuin' dal*

museum.
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22.TempatAnakBermainadalahareatertutupmaupuli
terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak,

seirerti tempat penitipan ar-rEtk, iempat pellgE[s-t-Itrafl

anak, dan arena bermain anak-anak'

23. Tempat Ibadatr adalah bangunan atau rllang ter'tutup

yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus

dipergunakan unfuk oe-ribadah bagi parzt pe-metirk

masing-rnasing agama secara lrerrnanen' tidak

ierrrasuktefi-lpatibatlahkeluarga,seperEimasjid,
mushola, gereja, kapel, pura, wihara, dan kelenteng'

24. Angau-uan urmlrrr adatah alat aflgt<ntan bagr

rnasyarakatyangdapatberupakendaraandarat'air
,dan udara yafigpengg-unaannya dengan kompensasi.

2s.TempatKerjaadalahtiapruanganataulapangan
tei=turup a-Lztu iedrulct, bergerak atau feerp dirrana

tenagakerjabekerjaatauyangseringdimasuki
tenagakerjauntukkeperluarisuatuusailadarr
dimanaterdapatsumberatausumber-sumber
bahaya, seperti pabrii(, pe'rk*mtorian' ruang rapat' darr

ruang sidangl serninar-

26.TempatUrrrumadaishsernuatempatterfi.Ifupyang
dapatdiaksesolehmasyarakatumumdan/atau
tempaty-angdapatdimanfaatlcanbersama-saEIa
untukkegiatanmasyarakatyangdikelolaoleh
pemerintah, swasta, dan masyarakat, seperti hotei'

restoran, bioskop, bandara, stasiun, pusat

perbelanjaan, mall, elaR pasar swalayan'

27. Tempat lain yang ditetapkan adalah ternpat terbuka

tertentu yang dimanfaatkan bersama-salna ullt-uk

kegiatan masYarakat.

2g. Fimpinan atau Fenanggungiawab Karrasafl Tanpa

Rokokadalahora!}gyangkarenajabatannya
memimpindan/ataubertanggungiaw.abat€"skegiaHn

danlatauusaha di kawasan yang ditetapkan sebagai

Kalvasafi TanPa Rokok-.
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29. Jalan Utama/Frotokol adalah jalan utama yang

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah meialui Peraturan

Daer'ah.

30. Anak adatrah se$eorang yarrg belum berusia 18

(delapan belasi tahun, termasuk anak yang rnasilr

dalam kandungan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Per:.etapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

a. kei:entingan kuatitas kesehatan rrlarrusia;

b. kemanfaatan umum;

e. keteryaduan;

d. keserasian;

e. keiestarialr dan keberianjutarr;

f. partisiPatif;

g. keseimbangim antara hak dan tcewaj'iban;

h. keadilan;

i. perlindungan huk"um;

j. keterbukaan dan Peran serta; dan

k. akunt:rbiiitas.

Bagtan Kedua

T\.rjuan

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

a.rnenciptakxtlamngdanlirrgkunganyangbersihdan
sehat;

b. melindungi kesehatan lr€rseorangafl, keluarga,

masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang

mengandung lrarsinogen dafl 7at Adiktif dalam Froduk



-8-

Tembakau yffilg dapat menyebabkan penyakrt'

kematian, dan menurunkan kualitas hidup;

e. nreiindungi penduduk usia prc*uletif, etnak, rerrr,4ia,

dan peremprran hamil dari dorongan lingkungan dan

pengaruhii<landanpromosiuntukirrisiasi
peoggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang

mengandung'.,o.?*uAdi}<tiiberupaProdukTembakau;

d. rneningkatkan kesadaran dan kewaspadaan

mas-yarakat terhadap batraya rneroko,k dafl manfaat

hidup tanPa merokok; dan

e. meiin*ungi kesehateur maqfdmkat dari asap Rokok

orang lain.

BAB III

PEI{YELENGGARAAN

Pasai 4

penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan

untrik rnemberikan jarrrinas perolehan linglrungan udara

yang bersih dan sehat bagr masyarakat di Provinsi

Bengk-ulu.

BAB IV

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasai 5

Kawasan TanPa Rokok meliPuti:

a. fasiiitas pelayanan kesehatan yang

menjadi urusan

Kabupaten/Kota;

b. tempat proses belajar

menjadi uzusall

KabupatenlKotai

e. kawasan temPat anak

men$adi urusar
I(abupatenlKota;

Pemerintah

mengajar yang

Pemerintah

bermain yaflg

Pemerintah

kewenangfilflYa

Provinsi atau

kewenangannya

Provinsi a*LaLi

kewenangarqfa

Provinsi atau
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d. tempat ibadah yang ke'wenanga-nnya menjadi urusan

Pemerintah Provinsi atam Kabupaten I Kota;'

e.fasilitasolatrratgay.angkernreuarrgann-yamerrjadi
uru.san Pemerintah Provinsi atau Kabr.lpatenl Kota;

f. anginitan urrruar yarrg kewenamgarrnya merrjadi urusan

Pemerintah Provinsi atau KabupatenlKota;

g. tempat kerja yailg ke-nrenanganny-a menjadi ur-usarr

Pemerintah Provinsi atau KabupatenlKota; dan

h.terrrpat-ufilurnd.anrtempatiainyangditetapkairolelr
daerah sesuai dengan kewenangannya'

Fasal 6

[1] Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dirnaksud dalam

Pasal S irurtif a, h-uruf b, h-uruf e, dan humf d'

mempakan kawasan yang bebas dari asap rokok

tringg:a bateis Pagar te-rluar.

{2}KawasanTanpaRokoksebagaimanadimaksuddalam
pasal 5 hurui g rlan hurui tr rrrer-upakan kawasa:r yang

bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari

atap Paling luar.

(3) Ketentuan lebih laqiut rnengenai tempat kerja dan

tempat'umuflisertatempatlainrryasebagaimarra
dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h diatur

letrih lanjui dengan Per-aturan Kepala OPD yang

menangani urusan Pemerintah.an bidang Kesehatan.

BAB V

KEWAJIBAN DAN I.,ARANGAN

Fasal 7

(1) Setiap Pirnpinan atau Penanggung Jawab Kawasan

TanpaRokoksebagaimanadimaksudpadaPasai5
wajib untuk:

a. melakrican pengawasan intertral parla pada tempaf

dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya'

b.melarangsetiapperokokdiKawasanTanpaRokokdi
wilayah yang menjadi tanggung jawabnya'
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c. men3"ingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat

dart/atau lokasi yang rnenjadi tanggung jawabnya'

d. memasang ^Landa-tf-nda peringatan dilamng

merokok sesuai persyaratan di sernua pintu masuk

utama dan di terrrpat-tempat yang diparrdang periu

dan mudah terbac a danl atau didengar baik'

e. r-rrerr-yediakan area kirustls unftr< r:rerokok isrnoidrq;

area| yang merniliki saluran pembuangan udara

yang baik dan tery:isah dari niangan lain'

(2) Bentuk atau tanda peringatan dilarang merokok

sebagaimana tlimaiesud datarr ayat (ii huruf

d,ditetapkan oleh Kepala oPD yang menangani urusan

kesehatan.

Pasal 8

{1} Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa

Rokok.

(2) Setiap oranglbadan dilarang mempromosikan'

mengikiankan, menjual, c,tan/aiau merntreli rakcrk di

Kawasan TanPa Rokok-

(3i Larangan menjual rlan membeii rokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 dikecualikan untuk tempat

irmurrlfaflgmemitikiijinuxtuk-menj'uatrr:kt:ic

tsAts -\fi

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Fasal 9

(1) Gubernur rnelakukan pembinaan dan Fnga$rasal]

terhadap penyelen ggaraari Karrasan Tanpa Rokok di

kabupaten lkota.

i2i tsupatilwaiikota meiaFukan pembinaan elarr

pengavrasan terhadap penyelenggaraan Kawasan

Tanpa Rokok di desai keiurahan.

(3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan

sebagaimana dimak-s-ud pada ay-af (2i, bupafilvmlikota

dapat melimPahkan kePada camat-
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Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 1O

Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya melalnrkan

pembinaan atas penyelenggaraafl Ka'wasan Tanpa Rokok

dengan cara:

a. mewujudkarr Ketwasan Tarrpa Roisoiq

b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling

urrtuk tidak merokok;

c. memberikan informasi, edukasi, dan pengembangan

kemampuan maEnarakat untuk be'rperilaku hi6up

sehat;

bekerja sama dengan badan/atau lembaga

internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk

mergrelengamrkan Kawzrsern ?anpa Rr:koh

memberikan penghargaan kepada orang yang telah

berjasa dalam membantu penyelengaraan KawasaR

Tanpa Rokok.

Bagran Kedua

Pengawasan

Fasal 11

{1} Kepala Daerah melakukan pengawasan atas

penyelenggaraarr Karp-asan Tanpa Rokok sesuai denginn

tugas dan fungsinYa-

(2}Dalaffrangkapengawasansebagaimanadimaksud
pada ayat (1), Kepala Daerah dapat mengambil

tindakanadrninismafifterhadappe}anggaran
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini'

Fasal 12

(1) Kepala Daerah menunjuk OPD yang menangani

ufl.rsafl pemerintahan bidang kerentenaman dan

ketertiban umufil untuk melakukan pengawasan atas

pelaksarraanketentuantentangpenjualafl,iklan,
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sponsor, dan l"B-ff&sair Tanpa Rokok sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Fengawasan sebagair=rana dimaks-ud paria aya^r" (ii

dimaksudkan untuk mengetahui:

a. ketaatan setiap or'ang terhadap keientuan tertang

penjualan, iklan, sponsor' dan Kawasan Tanpa

Rokok; dan

b. ketaatan Pimpinan atau Penanggungiawab Kawa'san

TanpaRokrrkierhadapketentuanperryelerrggaraali

Kawasan TanPa Rokok'

(3iDatamrnelaksanakarrtugaspeflgawE[sansebagairrrarra

dirnaksud pada ayat {U, OPD yang menangani urusan

pemerintahan bidaflg ketentera:rrarr dan ketertiban

umummelakukankoordinasidenganPimpinanatau
Penanggungiawab Karasan Tanpa Rokerk'

Pasal 13

OPD yang mena.ngani urusan pemerintahan bidang

ketefl tera_rnandankete'rtiba:r-r.IIIrLImoe-nwenang:

a. mengawasi pelaksanaan ketentuan tentang penjualan'

pemasangan ikian, dan sponsor sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8;

b.memasukiKawasanTanpaRokok,kanforPimpinan
atau Penanggungiawab Kawasan Tanpa Rokok'

dan I atau temPat-tempat tertentu;

c. meminta keterangan kepada Pimpinan atau

Penanggungiawab Kawasan Tanpa Rokok' petu-gas

pengawas Kawasan Tanpa Rokok, dan setiap orang

ytrrg diPeriukan;

d. memotret atau membuat rekaman audio visual;

e. mem'ouat saiinan dari doFumen danlatau membuat

catatan Yang diPerlukan;

f. meneguf Fimpinan atau Fenangg-ungiawai: Kanrasan

Tanpa Rokok yang melakukan pelanggaran;

g. rnemerintahkan Fimpinan afa-u Fenanggungiavrab

Kaurasan Tanpa Rokok r-rntuk melakukan sesuatu atau

tidak melakukan sesuatu 81lna memeiiuhi ketentrian
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Peraturan Daerah ini; dan

menghentikan pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok'

Pasal i4

Pimpinan atau Penangunglawab Kawasan Tanpa

Rokokwajibmelakukarrp€ngawasanter-.iradapsetiap

orang yang merokok, memproduksi' menjual'

mengikiankaR, danlatau flrempromosikan Produk

Ternbakau di Kaqrasan Tanpa Rokok yang menjadi

wiiry-ah 'xerjanYa.

{21 Dalam melaksanakan tugas Pengawasan

sebagain*rana dimaksud pada ayat (i!, Pimpfuan ati:ru

Penanggungiawab Kawasan Tanpa Rokok berwenang:

a. rrlefleg-ur se-uiap ora-ng yang merokok'

memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau

filempromosika-fl Produk Tembalaru di Kawasan

Tanpa Rokok -vang rnenjadi wilayah kerjanya'

kecuali bagi tempat y-ang digunakan untuk

kegiatan penjualan dan produksi Produk

Tembakaru sebagaimana dimaksud Fasai 8 apt {3i;

b. memerintahkan setiap orang yang tidak

mengind atrkan teguran sebagaimana dimaksud

pada ayat huruf a, untuk meninggalkan Kawasan

TanPa Rokok; dan

c. menghentikan penjualan, ikla.n, dan/atau pron:osi

Froduk Tembakau pada Kawasan Tanpa Rokok'

(3) Pimpinan atau Penanggungiawab Kawasan Tanpa

Rokok dapat menunjuk petugas peng.Ils-as yang dibleri

kewenangan khusus untuk meiakukan pengawasan

sebagaimara dimaksud pada ayat' (2l.'

tsAB YIi

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasai 15

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan

TanPa Rokok-.
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tzl Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat

(1), daPat dilakukan dengan cara:

a. rnemberikan sumbangan pemikir-an dan

pertimbangall berkenaan dengan pelaksatraan

Kawasan TanPa Rokok;

b. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan

perqruluhanser.tapen-yebarfuasaninftrrurasi

kePada masYarakat;

c. mengingatkan setiap orang untuk tidak merokok

di Kawasan TanPa Rokok;dan

d. rrrelaporkan setiap orangyang terb-utcti rrrerokok di

Kawasan Tarrpa Rokok kepada Penangunglawab

Kawasan TanPa Rokok'

BAB \,TII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pelaksanaan kewenangaa Kawasan Tanpa Rokok

sebaggimana dimaksud daiam Pasal 9 sampai dengan

Pasal 15 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, serta sumber pendapatan lainnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

unrlan gan Yarxg berialru -

Alokasi Fnganggaran pada Anggaran Pendapatan

danBeianjaDaerahsebagaiinanadimaksurlayat(1i
bersumber dari Pajak Rokok maksimal sebesar 50 %

(Lima tuluh Ferseni dari jumiah penc+apatan bag

hasil pa,iak rokok setiap tahunnya'

BAB IX

PEI{YIDIKAN

Fasal 17

(l)PenyidikPegawaiNegeriSipil(PPNS}tertentudi
lingkungan Perrrerintah Daerah diberi \rrewenaflg

khusussebagaipenyidikuntukmelakukan

(1)

(2t
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penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana'

We$reneng perryidikan sehagairnana dimaksud pada

ayat (1) adalah :

a. mererima laporan pengaduarr dari s€seorang

tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran

Peraturam Daerah;

b. melakukan tindakan pertarna dan perneriksaan di

ternpat kejadian;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan

rnemeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau surat;

e.mellgalllbilsidikjaridanrnefllotretseseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa

sebagai tersang'ra a-r-au saksi;

g.mendatangkanorangahliyangdiperlukandalam
lrubungannyaderrganperrreriksa.ar:-Petkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah

mendapat petunjuk dari penFdik bahwa tidak

terdapatcukupbuktiatauperistiwatersebut
merupakan tindak pirlafla dan selanjutny-a meialui

penyidikmemberitahukanhaltersebutkepada
Fenuntut Umum, tersangka a-r-au keluarganya;

danlatau
i. meiai<ukan tindakan lain menunit hulrr;m yang

dapat diPertanggungi awabkan'

Fenyidik sebagaimana dimaksud pada ayat t1i

memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyirlikannya kepada Fenuntut

umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara

Repubiik Indonesia, SeSuai dengan ketentuan yang

diatur dalarrr undang-undang Hukum Aeara Pidana

ytrLg i:edaku.

t.r,



l2l

1 t:_-I()-

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasai 18

(1) Pimpinan atau Penanggungiawab Kawasan Tanpa

Rokok yang melanggar ketentuan Pasal I dapat

dikenakan sanksi beruPa:

a. Peringatan tertulis;

b. penghentian sernentara kegiatan; dan/atau

c. pencabutan izin;

TatacarapemberianSanksiAdministratif
padaKawasan Tanpa Rokok sebagairnana dirnaksud

pada ayat {1} rreeliPuti:

a. Kepala Daerah atau Kepala OPD yang ditunjuk

sesuai dengan kewenangallnya memberikan

peringatan tertulis kepada Pirnpinan atan'l

penanggung jawab Kaurasan Tanpa Rokok'

b. apabila dalam wakiu 1 (satu) bulan sejak

peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau

penanggungiawab Kawasan Tanpa Rokok belum

memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum

<talam peringatan tertulis, maka kepada

pimpinan/penanggungiawab kawasan dimaksud

diberikan sanksi berupa pencabtltan izin'

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat {2} hurlf b

diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang

berwenang sesuai dengan kewenangannya'

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasai 19

Setiap orang yang merokok di tempat atau axea yang

dirryatakan sebagai Kawa.sa.r-r Tanpa Roko,k sebagairnarra

dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana

kururrganpalingsedikit3{tiga}haripalinglama3bulan

(3)
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dan/atau denda paling sedikit Rp 50'OCO,- (Iima puluh

ribu rupiah) paling banyak Rp 1'OOO'OOO (satu juta

rupiahi.

Setiap orang/badan

Pasai 20

yang mempromosikan,

mengiklankan, menjual, dani a'rau membeii rtrkok di

tempat atau a.rea yang dinyatakan sebagai Kawasan

Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasai 8,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tduh)

hari dan fa*a:t denda paling banyak Rp'5'OOO'OOO,- ilima

juta rupiah).

Pasal 21

Setiap Pimpinan atau Penanggungiawab Kawasan Tanpa

Rokok yang tidak rnelakukan pellgawasan internal,

membiarkan orarlg merokok, tidak menyingkirkan asbak

atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda-tanda

dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan

sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagafu:rana dimaksud

dalam Pasal 8, dapat dipidana dengan pidana penjara

paling lama 15 (lima belasi hari da:r latau denda paling

banyak Rp. 1O.OOO.00O,- (sepuluh juta rupiah)'

Fasal 22

Tindak pidana sebagairnana dimaksud dalam Pasal 19'

Fasal 2O dan Pasal 21 adalah pelanggaran'

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

{1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka

Pemerintah Daerah melakuican sosiatisasi selama I

(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini

diundangkan.
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(2}Ketentuansanksiadministrasisebagaimanadimaksud

Pasal 18, dan Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud

Pasal 19, Pasal 2o dan Pasal 21 mulai berlaku efektif

pada tanggal 1 Agusttrs 2O18'

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pada saat

diundanglan-

Agar setiap orarlg mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengart

penemPatannya datam tembaran Daerah Provinsi

Bengkulu.

DitetaPkan di Bengldu

Pada tanggal 1 Agustus 2O17

PIt.GUBERNUR BENGKULU'

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangtr<an di Bengkulu

pada tanggal I Agustus 2A17

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd

H.GOTRI SUYAI{TO

TEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: l4lLL3l2O17l

s
TK.I


